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Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR)Aceh Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik. Laporan ini merupakan

wujud komitmen Dinas PUPRAceh dalam melaksanakanamanat Undang-Undang Nomor 14

Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,yang menegaskanpentingnya transparansi

dan akuntabilitas dalam penyelenggaraanpemerintahan.

Sebagai salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan

infrastruktur daerah, Dinas PUPRAceh menyadari bahwa keterbukaan akses informasi yang

transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu pilar utama

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Layananinformasi publik tidak hanya

menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan

masyarakatserta mendorong partisipasi aktif publik dalam setiap tahapan pembangunan.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 ini disusun untuk

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kebijakan, upaya, serta langkah-Iangkah

yangtelah dilakukan DinasPUPRAceh dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi

selama satu tahun. Dalam penyusunannya, kami berupaya menyajikan data dan informasi

yang relevan, akurat, dan mudah dipahami agardapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi

seluruh pemangku kepentingan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan nilai tambah sebagaisumber informasi

bagi masyarakat,maupun mitra kerja, sekaligusmenjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan

kualitas layanan informasi publik ke depan. Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas

yang terus diperkuat, kami optimis penyelenggaraan layanan informasi publik di Dinas PUPR

Aceh akan semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

memberikan dukungan dan kontribusi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan

menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bersih,

dan terpercaya.
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PENDAHULUAN 
 

 

A. Gambaran Umum 
 

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang memastikan setiap warga negara 

memiliki hak untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik. Prinsip ini 

bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), transparan, 

akuntabel, dan partisipatif, di mana masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan 

mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan publik. Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh memiliki peran strategis dalam memastikan 

keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur 

yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Berikut ini adalah gambaran umum 

mengenai penerapan keterbukaan informasi publik di Dinas PUPR Aceh. 

1. Dasar Hukum 
 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, 

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh menjadi payung hukum pembentukan Pejabat 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu atau Pelaksana Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh. 

 

Untuk memudahkan penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Dinas PUPR Aceh 

menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor: 

23/KPTS/PUPR/2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 

2025. Tim ini merencanakan,mengorganisasikan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan 

dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar. Tim 

ini terdiri dari Atasan Langsung PPID Pelaksana sebagai Pengarah, Pelaksana Harian PPID 

sebagai Ketua, Bidang Pengelola Data dan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa serta Admin Integrasi Data. 



Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Informasi

1. Indra Gunawan, SE,M.Si
2. Rohmad, ST

Pelayanan I"formasi
dan Dokumentosi

1. Neneng Susanti. SEtM.Si
2. Ir. Reni Musito. ST,MT

Struktur PPIDDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
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    Gambar 1. Struktur PPID Dinas PUPR Aceh 

 

 

Dalam pengelolaan informasi publik, Dinas PUPR Aceh menetapkan Daftar Informasi 

Publik (DIP) dan telah menyiapkan serangkaian tahapan pelayanan dalam bentuk Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Dinas PUPR Aceh menetapkan 10 SOP yaitu SOP Pengelolaan 

Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi, SOP Penanganan 

Sengketa Informasi, SOP Penetapan Dan Pemutakhiran DIP, SOP Pengujian Tentang 

Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi 

Yang Dikecualikan, SOP Pelaporan dan Evaluasi, Standar Pengumuman serta Standar 

Maklumat Pelayanan. 

 

2. Sarana Layanan Informasi 
 

Pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas PUPR Aceh berada di kantor yang 

beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.1 Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya Kota 

Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokasi mudah dijangkau dan akses 

transportasi yang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi 

sekretariat untuk mengakses informasi secara langsung. Sementara pelayanan secara 

online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses laman resmi PPID Pemerintah Aceh 

dengan link https://ppid.acehprov.go.id, serta melalui aplikasi PPID Aceh berbasis android. 

Selain itu, pelayanan secara online juga dapat dilakukan melalui email resmi Dinas PUPR 

Aceh yaitu pupr@acehprov.go.id. 

https://ppid.acehprov.go.id/
mailto:pupr@acehprov.go.id
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3. Sumber Daya Manusia 
 

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas PUPR Aceh saat ini, 

sumber daya manusia yang terampil sesuai kualifikasinya yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor: 

23/KPTS/PUPR/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Aceh Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat sebagai berikut: 

 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah 

1. Magister 5 Orang 

2. Sarjana 4 Orang 

 
Tabel 1. Kualifikasi Pendidikan Tim PPID 

 

Sumber daya yang mengelola layanan ini memiliki peran penting dalam memastikan 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelola 

layanan ini menggelar rapat rutin dalam menyiapkan sejumlah kebutuhan seperti 

mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan jenisnya, seperti informasi 

yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi 

yang dikecualikan. Kemudian membuat daftar yang memuat semua jenis informasi yang 

dapat diakses oleh masyarakat serta memastikan informasi yang tersedia selalu diperbarui 

secara rutin agar tetap relevan dan akurat. 

 

Tim ini juga mengelola permintaan informasi yang diajukan secara langsung, melalui 

surat, email, atau sistem daring. Kemudian menverifikasi permohonan dengan memastikan 

pemohon informasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mengklarifikasi informasi 

yang diminta jika diperlukan. Lalu memberikan informasi kepada pemohon sesuai dengan 

batas waktu yang diatur dalam peraturan. Jika terjadi sengketa informasi, pengelola bekerja 

sama dengan PPID Utama Pemerintah Aceh dan para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

 

Pengelola layanan Dinas PUPR Aceh tidak hanya menunggu permintaan informasi dari 

masyarakat, tetapi juga secara proaktif menyebarluaskan berbagai informasi publik yang 

menjadi kewenangannya. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang 

mudah diakses, transparan, dan disajikan dalam format yang ramah disabilitas, sehingga 
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dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

Publikasi informasi dilakukan secara rutin melalui berbagai kanal komunikasi. Secara 

luring, informasi disampaikan melalui papan pengumuman dan baliho yang ditempatkan di 

lokasi strategis. Sementara itu, secara daring, Dinas PUPR Aceh memanfaatkan platform 

digital untuk memperluas jangkauan informasi agar lebih cepat dan efisien. 

Masyarakat dapat mengakses informasi resmi melalui situs web Dinas PUPR Aceh di 

https://pupr.acehprov.go.id/. Selain itu, berbagai pembaruan kegiatan, program, serta 

kebijakan juga dibagikan melalui media sosial resmi, yaitu Instagram dengan link 

https://www.instagram.com/humaspupraceh/ atau @humaspupraceh, Facebook dengan link 

yaitu https://www.facebook.com/pupr.aceh.9, TikTok dengan link yaitu 

(https://www.tiktok.com/@humas.pupr.aceh atau @humas.pupr.aceh, X dengan link yaitu 

https://x.com/pupr_aceh, dan kanal YouTube Dinas PUPR Aceh dengan link  

https://www.youtube.com/channel/UC3LtxmMXw7DaJX69XG9XWCg. 

Melalui beragam saluran komunikasi tersebut, Dinas PUPR Aceh berupaya memastikan 

informasi publik dapat diakses secara luas, cepat, dan inklusif. Langkah ini menjadi bagian dari 

komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. 

 

4. Pendanaan 
 

Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Dinas PUPR Aceh pada prinsipnya 

sangat berkomitmen dari segi penyedian layanan informasi publik maupun ketersediaan 

anggaran. Pada tahun 2025, anggaran untuk kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang 

termuat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) 

Dinas PUPR Aceh mencapai Rp214.250.000. Anggaran sektor Keterbukaan Informasi Publik 

tersebut untuk kegiatan publikasi informasi melalui media luar ruang seperti umbul-umbul, 

spanduk dan baliho, belanja jasa iklan serta pameran. Dinas PUPR Aceh juga memberi 

dukungan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID dalam bentuk 

perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi, bimbingan teknis dan sejenisnya. 

 
 

B. Layanan Permohonan Informasi Publik 
 

1. Mekanisme Perolehan Informasi 
 

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, salah satu hal krusial 

https://pupr.acehprov.go.id/
https://www.instagram.com/humaspupraceh/
https://www.facebook.com/pupr.aceh.9
https://www.tiktok.com/@humas.pupr.aceh
https://x.com/pupr_aceh
https://www.youtube.com/channel/UC3LtxmMXw7DaJX69XG9XWCg


1Pemohon rnsnqejuken permohonen eteu psrminleen inforrnesi ke PPlD Dines Pekerjddn
Umum den Pendtddn RUdnq IPUPRI Aceh danqen rnenqisi formulir den kelenqkepen sqeret
berupe KTP bdqi perseorcmqdn. KTP pimpindn OrqdniSdSi den dkid notdris bdqi lambdqcJ
cJtdUorqdni5d5i

2. Patuqes Ieqenen PPID msnverifikesi berkes psrrninteen inlormesi publik.
3.Jikd bsrkes lsnqkep. rneke petuqes leuenen PPID eken mersqislresi parminleen inlorrnesi

publik denqen menqerehken tende bukti kapede pemohon. Petuqds leqenen PPlD
rnsmberiken pernbaritehuen tsrtulis berupe [eweben etes perrninteen lnforrnesl publik
pdlinq IdmbcJt 10 hdri Urjd sejdk permintddn diraqisirai.

~. Jike tidek lsnqkep. petuqes leqenen PPlD rnarninte pemohon melsnqkepi bsrkes
psrminteen infcrrnesi publik denqen msnqirimken suret kelideklsnqkepen slldrdt.
Kelenqkdpdn berkes ditarime pdlinq IdmbcJt 3 hdri karjcl

S.Jikd intorrnesi belum didokurnentesiken, meke petuqes leuenen PPlD PUPR Aceh
rnanqempeiken parihel psrpenjenqen wektu jeweben psrrninleen intormesi publik pdlinq
IdmbcJt 7 hdri karjd sejcJk jeluh tempo pernberitehuen tertulis den tidek depet diperpenjenq

fl. Jikd pemohon pud5 denqen parnberitehuen tertulis/jdwdbdn inforrnesi publik. rneke
pe1dlldndn informai publik sela5di. Jike tidcJk pud5 cJtdU tidcJk tartdnqqdpi permintddn
informai publik. pemohon berhek manqcJjukdn kabarcJtdn informai.

II

Tata Cara Permintaan Informasi Publik I
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dalam proses perolehan informasi publik musti dilakukan dengan efisien dan efektif. 

Prinsip-prinsip dasar perolehan informasi publik haruslah bersifat cepat, tepat waktu dan 

biaya ringan. Artinya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang 

mereka butuhkan tanpa menghadapi hambatan yang berlebihan. Oleh karena itu, 

pentingnya memiliki prosedur permohonan yang sederhana.  Dengan demikian, 

masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi, baik secara 

langsung melalui desk layanan atau melalui platform online yang tersedia. Dengan 

demikian, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, tetapi juga 

mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan. 

 

Penerapan tata cara permohonan yang sederhana akan memastikan bahwa proses 

ini tidak menjadi hambatan bagi mereka yang ingin memperoleh informasi yang relevan. 

Ini akan membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta 

memperkuat dasar demokratis di mana pemerintah bertanggung jawab kepada publik yang 

dilayani. Mekanisme perolehan informasi telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Gubernur Aceh 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada 

Pemerintah Aceh. 

 

Gambar 2. Tata Cara Permintaan Informasi Publik 
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Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan Undang-undang Keterbukaan 

Informasi Publik No. 14/2008 adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di 

Badan Publik kecuali: 

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi 

dapat: 

1. Menghambat proses penegakan hukum; 

2. Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 

4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia; 

5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 

7. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 

ataupun wasiat seseorang; 

8. Mengungkap rahasia pribadi; 

9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik 

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi 

atau Pengadilan; 

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang; 

b.  Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai 

atau didokumentasikan. 

2. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor 

pendaftaran ke petugas informasi. 

3. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, 

mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. 

4. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas 

diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) 

hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. 

5. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 

7 hari kerja. 

6. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan 



ke Komisi lnforrnesi.

t Pemohon rnanqisi formulir penqejuen kebereten etes perrninteen inforrnesi publik.

2. Pstuqes leqenen PPlD rnenverifikesi kalanqkepen berkes psnqejuen ksbereten etes

psrrninteen inforrnesi publik.

3. Petuqds leuenen PPID msreqistresi penqejuen kebereten etes perrnlnteen inforrnes!

publik dsnqen msmberiken tende bukti ksbarelen

~. Penqdjudn kebereten etes perrninteen inforrnesi publik dituiuken kepede etesen PPID

Aceh

5. AtdSdn PPlD Aceh memberi tenqqepen kapede pemohon pdlinq Idmbdt30 hdri Urjd
sajdk direqistrdSipanqejuen kebereten eles perrninteeen inf'ormesi publik.

&. like pemohon PUdSdsnqen tenqqepen etes ksbereten. meke paleqenen inf'orrnesi

publik sslesei.

7. like pemohon tidek PUdSterhedep tenqqepen etes kabereten. rneke ddldm wdklu 11
hdri Urjd seteldh tdnqqdpdn. depet rnenqejuken perrnohonen senqkete Inlormesi publik

Tata Cara Pengajuan Keberatan
Informasi Publik
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Peraturan Pimpinan Badan Publik. 

7. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal 

menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka 

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. 

8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan 

Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima. 

9. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka 

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID 

diterima oleh Pemohon Informasi Publik. 

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan 
 

Pemohon bisa mengajukan keberatan informasi publik dengan tata cara sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 3.  Tata Cara Pengajuan Keberataan Informasi Publik 
 

 
1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik 

langsung atau online di pusat layanan; 
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2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta meregister Formulir 

Keberatan Informasi tersebut; 

3. Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID; 

4. PPID Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan PPID Pembantu Dinas 

PUPR Aceh untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap keberatan 

informasi dimaksud; 

5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/ 

PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja. 

Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon Informasi apabila ditemukannya 

alasan sesuai Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, yaitu: 

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik; 

b. tidak disediakannya Informasi berkala; 

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik; 

d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 

e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu. 

 

3. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak 
 

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari sampai dengan 

Desember 2025 sebanyak 2 (dua) permintaan. Satu permintaan dikabulkan seluruhnya dan 

satu permintaan dikabulkan sebahagian. Rata-rata waktu pemenuhan permohonan 

informasi selama 16 hari kerja. 

 

4. Jumlah Keberatan dan Sengketa 
 

Jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 
 

2025 yang dilakukan oleh pemohon informasi publik kepada Dinas PUPR Aceh yaitu nihil. 
 

 

 

C. Kesimpulan 
 

Sepanjang tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh 

menunjukkan ikhtiar yang maksimal dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi 

publik. Berbagai upaya untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan secara 
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optimal tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga 

mendapat apresiasi dari Pemerintah Aceh melalui PPID Utama serta Komisi Informasi 

Aceh (KIA). 

Pada tahun 2025, Pemerintah Aceh melalui PPID Utama di Dinas Komunikasi, 

Informasi dan Persandian Aceh, untuk pertama kalinya melaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) Pelayanan Informasi Publik yang bersifat internal terhadap seluruh 

Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau PPID Pembantu/Pelaksana. Dalam 

pelaksanaan monev tersebut, Dinas PUPR Aceh berhasil meraih Peringkat II dengan 

klasifikasi Sangat Baik dan nilai sempurna, yakni 100. Capaian ini menjadi bukti nyata 

keseriusan Dinas PUPR Aceh dalam mengelola dan menyajikan informasi publik secara 

transparan dan akuntabel. 

 

Gambar 4. Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik 
Pemerintah Aceh Tahun 2025 

 

Selain itu, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik pada Badan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh KIA, Dinas PUPR Aceh 

kembali mempertahankan kualifikasi tertinggi sebagai badan publik Informatif dengan 

nilai 95,8 dan menempati peringkat kesembilan dari seluruh SKPA. Prestasi ini 

melanjutkan capaian positif pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Dinas PUPR 

Aceh juga memperoleh kualifikasi Informatif dengan nilai 96,6 dan berada di peringkat 

ketujuh.  

 

Gambar 5. Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 
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   Gambar 6. Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 

 

Jika ditinjau secara berkelanjutan, capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan 

yang konsisten. Pada tahun 2023, Dinas PUPR Aceh berada pada kualifikasi Menuju 

Informatif dengan nilai 87,70 dan menempati peringkat ke-15. Sementara itu, pada tahun 

2022, Dinas PUPR Aceh telah meraih kualifikasi Informatif dengan nilai 92 dan berada di 

posisi ke-11 dari seluruh SKPA. 

 

Gambar 7. Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 

 

Rangkaian capaian ini menegaskan komitmen Dinas PUPR Aceh dalam menjaga 

dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dari tahun ke tahun. Dengan 

pengelolaan informasi yang semakin baik, Dinas PUPR Aceh terus berupaya 

membangun kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.  

 

Gambar 8. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 
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Gambar 9. Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 

Tahun 2022-2025 yang diperoleh oleh Dinas PUPR Aceh 
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Lampiran I 

Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim PPID Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang­
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

: a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta
guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,
mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu
didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat,
mudah, dan wajar, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekeqaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Mengingat

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
NOMOR : 23/KPTS/PUPRl2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

PEMERINTAH ACEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Banda Aceh Kode Pos 23239

Laman: https:/Ipupr.acehprov.go.id Pos-el: pupr@acehprov.go.id



Menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun
Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim PPID Pelaksana" dengan susunan
personalianya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari :
1. Atasan Langsung PPID Pelaksana sebagai Pengarah;
2. Pelaksana Harian PPID sebagai Ketua;
3. Bidang Pengelola Data dan Informasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
5. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
6. Admin Integrasi Data.

MEMUTUSKAN

23. Keputusan Gubemur Aceh Nomor 900.1.7.1/480/2025 tanggal 20 Februari
2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh.

22. Keputusan Gubemur Aceh Nomor 900.1.7.1/1403/2024 tanggal 30 Desember
2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;

16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 5);

18. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;

19. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat
Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2025 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025;

14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika;

KEDUA

Menetapkan
KESATU



: Menetapkan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Tim PPID Pelaksana
sebagai berikut :
1. Atasan Langsung PPID Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab :

a. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan
dokumentasi di unit / satuan kerjanya secara baik dan efisien;

b. Mengangkat PPIO Pelaksana;
c. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan

pengumuman dan meja informasi unitlsatuan kerianya serta situs resmi
apabila memungkinkan;

e. Menetapkan standar biaya perolehan salin an informasi di unit / satuan
kerjanya;

f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik
di unit / satuan kerianya;

g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi yang mengajukan keberatan;

h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai
dengan pedoman ini;

i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
informasi di unit / satuan kerjanya;

j. Mewakili unit / satuan ke~anya di dalam proses penyelesaian sengketa di
Komisi Informasidan Pengadilan atau diwakilkan kepada kuasanya;

k. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit I
satuan kerjanya,jika dibutuhkan.

2. Pelaksana Harian PPID (Ketua) Pelaksana memiliki tugas dan tanggung
jawab:
a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh

informasi yang berada di unit J satuan kerjanya;
b. Mengkoordinasikanpengumpulanseluruh informasi secara fisik dari setiap

unit / satuan kerja yang meliputi :
- Informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

c. Mengkoordinasikanpendataan informasi yang dikuasai setiap unit / satuan
kerja dibawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Oaftar
InformasiPublik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;

d. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan
secara berkala melalui media yang efektif;

e. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik
dengan petugas informasi;

f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
sebelumnya menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

g. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan
tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;

h. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang
dikecualikan beserta alasannya kepada petugas informasi;

i. Mengembangkankapasitas pejabat tungsional dantatau petugas informasi
dalam rangka peningkatankualitas layanan informasi;

j. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses
berdasarkanprosedur yang berlaku;

k. PPIO Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana
dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.

3. Bidang-bidangmemiliki tugas dan tanggung jawab :
a. Menerimadan memilah informasi;
b. Melakukan pengelolaandata dan informasi;
c. Meneruskan permohonan intormasi tertentu ke penanggung jawab

informasi;

KETIGA



SALINAN- dari keputusan ini disampaikan kepada :
1. GubernurAceh;
2. InspekturAceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan KeuanganAceh;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatikadan PersandianAceh;
5. Yang bersangkutan.

\1~
" "~~u:. MA I,S

PEM?IN~UT AMA MUDA
NIP. 19660902 199803 1 002

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2025

21 Syaban 1446

AI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM I
0\ D PENA AAN RUANG ACEH,

l~

KETUJUH

KELIMA

: Tim PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Atasan Langsung PPID yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

d. Membantu dan menjalankan tugas PPID Pelaksana dalam memberikan
layanan informasi;

e. Bidang bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pelaksana dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Petugas Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab :
a. Menerima dan melayani permohonan informasi;
b. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke bidang-bidang;
c. Membantu dan menjalankan tugas bidang-bidang dalam memberikan

layanan informasi;
d. Petugas informasi bertanggung jawab kepada bidang-bidang dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Admin Integrasi Data memiliki tugas dan tanggung jawab :
a. Mengumpulkan data dan informasi publik;
b. Mengolah data dan informasi publik yang berbentuk tabulasi;
c. Mengupload dan mempublikasi data dan informasi publik yang telah

diolah dan diklasifikasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
d. Pengembangan mekanisme berbagai data dan informasi publik PPID

Aceh.



PEMBINA,VTAMA MUDA
NIP. 19660902 199803 1 002

IAJ)KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
(J\ D. PEN f(AANRUANG ACEH,

1. Mawardi, ST Kepala Dinas Pekeqaan Umum dan Pengarah
19660902 199803 1 002 Penataan Ruang Aceh

2. Ir. Muhammad Yasir, ST, MT Sekretaris Dinas Peke~aan Umum dan Penanggung Jawab
19701105 199803 1 003 Penataan Ruang Aceh

I. Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi

3. Jemmi Putra, S.Si, MT Pelaksana Sub Koordinator Program, Ketua
198508042009081 001 Informasi dan Hubungan Masyarakat

4. Raedi Alwafi Isril, S.Kom Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
199507202020121 013

II. Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi

5. Neneng Susanti, SE, M.Si Penelaah Teknis Kebijakan Wakil Ketua
19770821 200604 2 004

6. Ir. Reni Musita, ST, MT Penelaah Teknis Kebijakan Anggota
'j9830202 200604 2 003

III. Bidang Fasilitasi Sengketa
Informas!

7. Indra Gunawan, SE, M.Si PIt. Kasubbag Hukum, Kepegawaian Anggota
198402022012121004 dan Umum

8. Rahmad, ST Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Anggota
198605202024211 013 Pertama

IV. Admin Integrasi Data

9. Agus Sandi, ST Penata Kelola Sistem dan Teknologi Anggota
19870828 202012 1 004 Infcrmasi

JABATAN I KEDUDUKAN DALAM TIM INAMA/NIP

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekenaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh
Nomor : 23JKPTSiPUPRf2025
Tanggal : 20 Februari 2025

21 Syaban 1446

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

TAHUN ANGGARAN 2025
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Lampiran II 

Standar Operasional Prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi diLingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Kornisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Inforrnasi Publik 2. Memaharni dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh pengarsipan, IT dan/ atau mernaharni pelayanan inforrnasi dan
5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki sertifikasi pelayanan publik
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Inforrnatika dan Persandian Aceh

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi di Lingkungan
,

Pemerintah Aceh

Keterkaitan : PeralatanfPerlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Keberatan atas Inforrnasi; 1. ATK
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP; 2 APK
3. SOP Pendokumentasian Inforrnasi yang dikecualikan; 3. Website
4. SOP Penguiian tentang Konsekuensi; 4. Internet
5. SOP Penanganan Sengketa Inforrnasi;
6. SOP Pendokumentasian Inforrnasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP initidak berjalan dengan baik, maka dapat mcnimbulkan keberatan dan sengketa informasi. 1 Tanda terima perrnohonan dan penyerahan inforrnasi

2 Buku register
3 Inforrnasi yang diumumkan melalui website dan papan

pengumuman/ televisi

Pengelolaan Permohonan InformasiNama SOP

Jr. FAIRI. MT
PEMBINAUTAMAMUDA /196408 1992031005

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh ___

Juli 2020

31[anuari2020

PEMERINT AH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

O1/Pro /1/2020

A. SfANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

.1



PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DI PPID 

PEMOHON 
INFORMASI

BAGIAN 
REGISTRASI 

PPID / PETUGAS 
MEJA 

INFORMASI

PPID
PPID 

PEMBANTU
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Pemohon Informasi dapat menyampaikan 
permohonan Informasi yang dibutuhkan baik 
secara elektronik (www.ppid.acehprov.go.id) 
maupun non- elektronik

(1) Formulir Permohonan 
Informasi yang tersedia di meja 
pelayanan PPID;
(2) Fotocopy identitas diri (NIK) 
atau identitas organisasi bagi 
pemohon informasi dari 
kelembagaan;
(3) Permohonan informasi 
melalui website 
ppid.acehprov.go.id  wajib 
menyertakan  scan  identitas 
organisasi bagi pemohon 
informasi dari kelembagaan

Pada hari dan jam 
Kerja untuk pemohon 
informasi secara 
langsung dan setiap 
saat untuk pemohon 
informasi secara tidak 
langsung

Formulir Permohonan 
informasi yang telah di 
isi lengkap dan di 
lampirin fotocopy/scan 
identitas diri (NIK) dan 
identitas organisasi

2 a. Melakukan registrasi berkas 
    permohonan informasi publik. 
    Jika dokumen/informasi yang 
   diminta telah tersedia dalam 
   DIP dan dimiliki oleh meja 
   informasi atau sudah terdapat 
   di website PPID, maka langsung 
   diberikan kepada pemohon 
   informasi atau bisa langsung 
   diunduh oleh pemohon 
    informasi;
b. Jika informasi/ dokumentasi 
    yang diminta belum tersedia 
    dalam DIP, maka berkas 
    permohonan disampaikan 
    kepada PPID dan  PPID 
    Pembantu melalui meja 
    regestrasi atau melalui web 
    ppid.acehprov.go.id 

Semua data-data pemohon 
informasi disimpan dalam bentuk 
Hardcopy dan softcopy

2 hari kerja setelah 
permohonan 
informasi diterima dari 
Pemohon Informasi

a. Diperiksanya 
kelengkapan 
permohonan; 
b. Tercatatnya 
permohonan dalam 
register;
c.  Dipastikannya 
informasi yang 
dimohon ada dalam 
Daftar Informasi 
Publik;
d. Diterimanya surat 
pemberi-tahuan 
perpanjangan waktu 
selama 7 (tujuh) hari 
kerja oleh pemohon;

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET



3 PPID Pembantu menyerahkan informasi atau  
dokumen yang dimaksud kepada PPID

DIP yang Telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Aceh

10 (sepuluh) Hari kerja 
sejak permohonan 
informasi diterima 
oleh PPID

Dokumen informasi

4 a. Apabila informasi/dokumen 
    tersebut termasuk informasi 
    yang dikecualikan/rahasia, 
    beserta alasannya dengan 
    mempedomani SK Gubernur 
    tentang informasi yang 
    dikecualikan/rahasia, maka 
    PPID berhak menolak
b. PPID menyampaikan surat 
     penolakan informasi kepada 
     pemohon informasi

Surat penolakan 1 hari kerja

5 Petugas Meja layanan menyerahkan informasi 
atau dokumen atau surat penolakan yang 
diminta oleh pemohon dengan memberikan 
tanda bukti penyerahan dokumen informasi.

a. Informasi/Dokumen;
b. Daftar Informasi Publik;
c. Surat penolakan

1 hari kerja setelah 
menerima Nota Dinas.

Diterimanya tanda 
bukti oleh petugas 



PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DI PPID PEMBANTU

PEMOHON 
INFORMASI

PETUGAS MEJA 
INFORMASI

PPID
PPID 

PEMBANTU

UNIT 
KERJA / 
BIDANG

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Menyampaikan permohonan informasi yang
dibutuhkan baik secara elektronik
(www.ppid.acehprov.go.id) maupun non-
elektronik

(1) Formulir Permohonan 
Informasi;
(2) Fotocopy identitas diri 
(NIK) atau identitas organisasi 
bagi pemohon informasi dari 
kelembagaan;
(3) Permohonan informasi 
melalui website wajib 
menyertakan  scan  identitas 
organisasi bagi pemohon 
informasi dari kelembagaan

Pada hari dan 
jam kerja 

Formulir Permohonan 
informasi yang telah di isi 
lengkap dan dilampiri 
fotocopy/scan identitas 
diri (NIK) dan identitas 
organisasi

2 a.  Melakukan registrasi berkas 
     permohonan informasi 
     publik. Jika dokumen/ 
     informasi yang diminta 
     telah tersedia dalam DIP 
     atau terdapat di 
     website PPID Pembantu, 
     maka langsung diberikan
     kepada pemohon informasi
     atau bisa langsung diunduh
     oleh pemohon informasi;
b.  Jika informasi/dokumentasi
     yang diminta belum 
     tersedia dalam DIP, maka 
     PPID Pembantu 
     menyampaikan berkas 
     permohonan kepada Unit
     Kerja untuk 
     mempersiapkan dokumen 
     informasi yang dimohon

Semua data-data pemohon 
informasi disimpan dalam 
bentuk hardcopy dan softcopy

2 hari kerja 
setelah 
permohonan 
informasi 
diterima dari 
Pemohon 
Informasi

a. Diperiksanya 
kelengkapan 
permohonan;
b. Tercatatnya 
permohonan dalam 
register;
c. Dipastikannya 
keberadaan informasi 
yang dimohonkan ada 
pada Daftar Informasi 
Publik;

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET



3 Apabila informasi belum tersedia, maka PPID 
pembantu akan memberitahukan kepada pemohon 
informasi untuk perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari 
kerja

DIP yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Aceh

7 (tujuh) hari 
kerja sejak 
permohonan 
informasi 
diterima oleh 
PPID

Surat Pemberitahuan 
perpanjangan waktu

4 Petugas meja layanan menyerahkan informasi atau 
dokumen atau surat penolakan yang diminta oleh 
pemohon dengan memberikan tanda bukti 
penyerahan dokumen informasi.

a. Informasi / 
    Dokumen;
b. Daftar Informasi
    Publik;
c.  Surat penolakan

1 hari kerja 
setelah 
menerima 
Nota Dinas.

Diterimanya tanda bukti 
oleh petugas 



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dokumentasi publik
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Aceh

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh

Keterkaitan : PeralatanfPerlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2 SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP; 2. APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan; 3. Website
4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi; 4. Internet
5. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan penanganan sengketa informasi. 1 Tanda terima pengajuan keberatan

2. Buku register

Pengelolaan Keberatan alas InformasiNama SOP

Ir.FAIRI.MT
PEMBINAUTAMAMUDA/ 1964083 1992031005

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Juli 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Aceh ____

31 Januari 2020
01/Pro /I/WlJ

B. SfANDAROPERASIONALPENGELOLAANKEBERATAN ATASINFORMASI



PETUGAS MEJA 
INFORMASI

PPID SEKDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Petugas Meja Informasi PPID:
     a. mencatat dalam register 
         penerimaan setiap pengajuan 
         keberatan apabila telah 
         lengkap persyaratan;
     b. memeriksa dan mengklarifikasi 
         persyaratan keberatan apabila 
         belum lengkap baik secara 
         langsung maupun melalui 
         surat pemberitahuan;
     c. memberikan atau mengirimkan 
         tanda terima apabila 
         persyaratan keberatan telah 
         lengkap;
    d. meneruskan pengajuan 
         keberatan kepada PPID.

a. surat keberatan;
b. register keberatan;
c. tanda terima surat 
keberatan.

3 hari kerja setelah 
diterimanya keberatan

a. Diregisternya surat 
keberatan;
b. Diterimanya surat 
keberatan oleh PPID

2

PPID melakukan telaah terhadap keberatan 
dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu.

a. surat keberatan;
b. Peraturan Perundang-
Undangan

5 hari kerjasetelah 
diterimanya berkas 
keberatan

Hasil telaah keberatan

3

Hasil koordinasi tersebut PPID membuat draf 
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
pemohon untuk disampaikan kepada Sekda.

a.Draft tanggapan 
keberatan
b.Hasil telaahan;
c.Tanggapan

3 hari kerjasetelah 
diterimanya telaahan

Surat tanggapan keberatan

4

Surat tanggapan Sekda atas pengajuan 
keberatan diserahkan kepada PPID.

Surat tanggapan 
keberatan

30 hari kerja setelah surat 
keberatan diregister

Dilaksanakannya surat 
tanggapan keberatan Sekda

5
PPID menyerahkan tanggapan Sekda kepada 
Petugas Meja Layanan

Surat tanggapan 
keberatan

1 hari kerja setelah surat 
diterima dari PPID

Diterimanya surat tanggapan 
keberatan

6
Petugas Meja Layanan menyerahkan surat 
tanggapan Sekda kepada pemohon

Surat tanggapan 
keberatan

1 hari kerja setelah surat 
diterima dari PPID

Diterimanya surat tanggapan 
keberatan oleh Pemohon

KET

PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU



Dasar Hukum : KualUdcasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pe1ayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

PubJik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dokumentasi pubJik
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki sertifikasi pe1ayanan publik
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Aceh

8. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh

Keterkaitan : PeralataIVPerlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP; 2. APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecua1ikan;
4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP Iainnya akan terganggu 1 Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi

2 Surat koordinasi ke PPID Pembantu terkait

3. Menghadiri dan memfasilitasi sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh

Nama SOP

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

epala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh _____

C. SfANDAR OPERASIONAL PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

.~



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan 2. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dokumentasipublik

5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki sertifikasi pelayanan publik
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasKomunikasi,
,8. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Aceh

Keterkaitan : PeralatanjPerlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK

2. SOP Penanganan Sengketa Informasi; 2 APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan; 3. Internet
4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peringatan : Penc:atatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP lainnya akan terganggu 1 Tanda terima nota dinas
2 Daftar Informasi yang ada di masing-masing Unit Kerja
3. Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy

Penetapan dan Pemutakhiran DIPNama SOP

Ir.FAIRLMT
PEMBINA UTAMA MUDA I 196408311992031 005

PEMEKINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangeh ____

Jull 2020

31 Januari 2(J}.(J
Ol/Pr 1I/2(J}.(J

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP



PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIDP

PPID
PPID 

PEMBANTU

TENAGA PEMBANTU 
ADMINISTRASI / 

FUNGSIONAL 
KELENGKAPAN  OUTPUT

1. PPID membuat surat kepada PPID 
Pembantu untuk menyampaikan 
Daftar Informasi dan Dokumentasi 
Publik  (DIDP)  beserta 
informasi/data/dokumennya

Surat 1. Surat PPID untuk 
Pembuatan DIDP
2. Format DIDP

2. PPID Pembantu menugaskan kepada 
setiap satuan kerja untuk 
mempersiapkan rancangan DIDP 
beserta informasi/ data/ dokumennya

Nota Dinas 1. Nota dinas PPID 
pembantu untuk 
pembuatan 
Rancangan DIPD
2. Format Daftar 
DIDP3. Satuan kerja di bawah PPID Pembantu 

menyampaikan Rancangan DIDP 
beserta informasi/ data/ dokumennya 
kepada PPID Pembantu

1. Rancangan DIDP 
2. Dokumen/ Informasi

1. Rancangan DIDP
2. Salinan/copy 
dokumen terkait 

4. PPID Pembantu memverifikasi dan 
menetapkan Rancangan DIDP beserta 
informasi/data/dokumennya untuk 
kemudian menyampaikannya kepada 
PPID 

1. Rancangan DIDP
2. Dokumen/ Informasi

1. DIDP 
2. Salinan/copy 
dokumen terkait 

NO URAIAN PROSEDUR

MUTU BAKU

5 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
Rancangan DIDP 
dan  salinan/copy 
dokumen 

KET
WAKTU

1 Hari Kerja

1 hari kerja 
setelah 
diterimanya surat 
dari PPID 

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
penugasan dari 
PPID Pembantu



5. PPID :
1. memverifikasi, mengkompilasi, 
    dan mengesahkan DIDP beserta 
    salinan 
    informasi/data/dokumennya. 
2. menyampaikan kompilasi 
    DIDP yang telah disahkan 
    kepada seluruh PPID 
    Pembantu untuk 
    dijadikan acuan dalam 
    penyimpanan (baik softcopy 
    maupun hardcopy), 
    pendokumentasian, dan 
    pelayanan informasi di masing-
    masing SKPA.
3. PPID dan PPID Pembantu 
    melakukan pemutakhiran 
    terhadap DIDP secara berkala.

1. DIDP
2. Dokumen/ Informasi

1. DIDP seluruh 
SKPA
2. Salinan/copy 
dokumen 

Dalam melakukan 
verifikasi dan kompilasi 
dapat menggelar rapat 
koordinasi PPID Pembantu 
Penyimpanan dan 
pendokumentasian 
dilakukan dengan 
menggunakan teknologi 
yang disediakan di masing-
masing  SKPA dan 
KOMINFO selaku PPID. 

Pelayanan dilakukan 
dengan menyebarluaskan 
informasi dalam  DIDP baik 
melalui website/situs 
maupun layanan 
permohonan informasi.

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
Rancangan DIDP 
dan  salinan/copy 
dokumen 



PEMOHON KOMISI INFORMASI ATASAN PPID 
DAN TIM FSI

PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa 
Informasi kepada Komisi informasi

Dokumen Permohonan 14 Hari Bukti registrasi

2 Meregistrasi permohonan sengketa informasi 
dan menyampaikan undangan panggilan 
sidang kepada Atasan PPID dan PPID

1. Surat Panggilan 
penyelesaian sengketa 
informasi 2. Akta registrasi 
sengketa

Minimal 3 (tiga) hari 
kerja sebelum 
sengketa dimulai

3 PPID berkoordinasi dengan unit kerjanya 
untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa 
informasi

Surat panggilan 
penyelesaian sengketa 
informasi

Minimal 3 (tiga) hari 
kerja sebelum 
sengketa dimulai

Tanggapan tertulis dari 
atasan PPID perihal 
informasi yang 
disengketakan

4 PPID mengeluarkan surat kuasa khusus untuk 
mengikuti penyelesaian sengketa di Komisi 
Informasi

Undangan panggilan 
sidang dan nama-nama 
penerima kuasa

2 (dua) hari kerja Surat kuasa khusus

5 PPID mengikuti mediasi, ajudikasi, 
kesimpulan dan putusan

Seluruh dokumen 
permohonan beserta 
kelengkapan lainnya

Enam puluh (60) hari 
kerja

Putusan Komisi Informasi 
Aceh

6 PPID menerima putusan atau tidak Putusan Komisi Informasi 
Aceh

14 hari kerja Dokumen banding apabila 
tidak menerima putusan

7 PPID mengantar dokumen banding ke PTUN 
apabila tidak menerima putusan

Dokumen banding 14 hari kerja Nomor register perkara

8 PPID menerima atau tidak putusan banding Nomor register perkara 14 hari kerja Putusan banding

9 PPID mengantar dokumen kasasi ke 
Mahkamah Agung apabila tidak menerima 
putusan banding

Putusan banding 14 hari kerja Nomor register perkara

KET

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

NO URAIAN PROSEDUR
MUTU BAKU



pasar Hukum: K~iPe~ana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi pengarsipan, IT danj atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dokumentasi publik
6. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, 3. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi yang

Informatika dan Persandian Aceh dikecualikanj rahasia
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Aceh

j<eterkaitan : Peralataxy'Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2 SOP Penanganan Sengketa Informasi; 2 APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

i'eringatan : Pencatatan dan Pendataan :
,\pabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan SOP Jainnya akan terganggu 1 Tanda terima

2 Draf daftar informasi yang dikecualikanjrahasia yang ada di masing-
masingSKPA

Nama SOP

epala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh ____

31 Januari 2CT1.0

1992031005

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

01 j Pro /I j 2CT1.0

E. STANDAR OPERASIONAL PENGUJIAN TENI' ANG KONSEKUENSI

/



PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

PPID
PPID 

PEMBANTU

TENAGA PEMBANTU 
ADMINISTRASI / 

FUNGSIONAL 
TIM PERTIMBANGAN GUBERNUR KELENGKAPAN OUTPUT

1. PPID membuat Nota Dinas kepada 
PPID Pembantu agar mempersiapkan 
usulan informasi yang dikecualikan/ 
rahasia untuk disampaikan kepada 
PPID 

1. Nota dinas 
2. Format identifikasi 
informasi yang 
dikecuali-kan

1. Nota dinas 
2. Draf usulan 
informasi yang 
dikecualikan

2. PPID Pembantu memerintahkan 
Tenaga administrasi/ fungsional 
untuk mengidentifikasi informasi 
yang dikecualikan/rahasia beserta 
alasannya

1. Nota dinas 
2. Draf usulan 
informasi yang 
dikecualikan

1. Nota dinas
2. Draf usulan 
informasi yang 
dikecualikan

3. Tenaga administrasi/fungsional 
mengidentifikasi informasi yang 
dikecualikan/rahasia untuk 
disampaikan kepada PPID Pembantu 

Isian format 
identifikasi informasi 
yang dikecualikan

Isian format 
identifikasi 
informasi yang 
dikecualikan

4. PPID Pembantu menerima dan 
memverifikasi usulan informasi yang 
dikecualikan/rahasia untuk 
selanjutnya disampaikan kepada 
PPID 

Isian format 
identifikasi informasi 
yang dikecualikan

Isian format 
identifikasi 
informasi yang 
dikecualikan

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KETWAKTU

1 hari kerja dan 
dilakukan 
minimal 1 tahun 
sekali 

1 hari kerja 
setelah diterima-
nya nota dinas 
dari PPID

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
perintah

5 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
usulan informasi 
yang 
dikecualikan dari 
Tenaga 
pembantu 
administrasi/ 
fungsional



5. PPID menerima dan memverifikasi 
usulan informasi yang dikecualikan 
dan menyampaikan kepada Tim 
Pertimbangan untuk dibahas 
bersama-sama dengan PPID 
Pembantu dan Tenaga Ahli melalui 
rapat koordinasi perumusan usulan 
daftar/jenis informasi yang 
dikecualikan

Isian format 
identifikasi informasi 
yang dikecualikan

Draft SK tentang 
Informasi yang 
dikecualian

Dapat dihadirkan 
Tenaga Ahli 
sesuai 
kebutuhan.

6. Tim Pertimbangan / atasan PPID 
menetapkan dan menyampaikan 
hasil kepada Gubernur.

Isian format 
identifikasi informasi 
yang dikecualikan

Draft SK tentang 
Informasi yang 
dikecualian

Memverifikasi 
dan mengkaji 
adalah bentuk 
dari tindakan 
menguji 
konsekuensi dan 
kepantingan 
publik sebelum 
ditetapkan 
sebagai informasi 
yang 
dikecualikan

7. Gubernur menetapkan Daftar 
Informasi Publik dalam Surat 
Keputusan dan disampaikan untuk 
menjadi pedoman PPID dalam 
pelayanan publik pada masing-
masing unit

Draft SK tentang 
Informasi yang 
dikecualikan

SK tentang 
Informasi yang 
dikecualikan

8. PPID dan PPID Pembantu :
a. Menyimpan informasi 
    yang ditetapkan sebagai 
    informasi yang 
    dikecualikan 
    untuk menghindari 
    kebocoran; dan 
b. Membuka informasi 
     selain yang ditetapkan 
     sebagai informasi yang 
     dikecualian 
     dengan memasukkan ke 
     dalam Daftar Informasi 
     Publik

1. Komputer; atau 
2. Brankas 
penyimpanan 
dokumen rahasia
3. SK tentang 
Informasi yang 
dikecualikan

Data base tentang 
informasi yang 
dikecualikan

Data base ini 
bersifat rahasia 

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya  
usulan informasi 
yang 
dikecualikan dari 
PPID

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
usulan informasi 
yang 
dikecualikan dari 
Tim 
Pertimbangan
5 hari kerja sejak 
diterima-nya SK 
tentang 
Informasi yang 
dikecualikan

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
usulan informasi 
yang 
dikecualikan dari 
PPID Pembantu



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dokumentasi publik
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi yang
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, dikecualikan/ rahasia

Informatika dan Persandian Aceh

,8. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen'tasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi; 2 APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan; 3. Website
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya 1 Daftar Informasi Publik

2. Dokumen informasi publik

Pendokumentasian Informasi Publik

Jr. FAIR!,MT
PEMBINA UTAMA MUDA I 196408311992031 005

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

epala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ac ____

Juli 2020

31 Januari 2020

Nama SOP

01/Pr III'1D20

F. SI'ANDAR OPERASIONAL PENOOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

-
.:



PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

PPID PPID PEMBANTU
TENAGA PEMBANTU 

ADMINISTRASI / 
FUNGSIONAL 

KELENGKAPAN  OUTPUT

1. Menyiapkan filling cabinet untuk 
informasi public dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy pada website 
ppid.acehprov.go.id bagi ppid pembantu 
juga di upload pada website dinas.

Daftar Informasi publik 1. Nota dinas
2. Daftar informasi 
yang dikecualikan

2. Mengklasifikasi tempat penyimpanan 
informasi publik dengan katagori 
berkala, setiap saat dan serta merta dan 
berdasarkan urutan tahun diterbitkan

Daftar Informasi publik Daftar Informasi 
publik yang 
dikecualikan 

3. Mengelola dan menyimpan dokumen 
informasi public dalam bentuk soft copy 
yang di upload pada website 
ppid.acehprov.go.id, dan hard copy di 
tempat penyimpanan dokumen dengan 
tata cara seperti mengarsip dokumen 
kearsipan.

Daftar Informasi publik yang 
dikecualikan 

Daftar Informasi 
publik yang 
dikecualikan 

1 hari kerja dan 
dilakukan minimal 1 
tahun sekali

1 hari kerja setelah 
diterimanya 
dokumen dari PPID 

2 hari kerja setelah 
diterimanya 
dokumen dari PPID 

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET
WAKTU



Dasar Hukum: KuaIiflkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2 Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dokumentasi publik
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal informasi yang
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, dikecualikan/ rahasia

Informatika dan Persandian Aceh

,8. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh

Keterkaitan : PeralatarVPerlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi; 2. APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. Website
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
7. SOP Pelaporan dan Evaluasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP initidak berjalan dengan baik berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya 1 Tanda terima nota dinas

2 Draf daftar informasi yang dikecualikan/ rahasia yang ada diPPlD Utama
dan di masing-masing SKPA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh ____

Juli 2020

31 Januari 2020

Ir.FAJRLMT
PEMBINAUIAMA MUDA/1%40831

Nama SOP

PEMERINfAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

01/ Pro II / 2!Y2O

G. SfANDAR OPERASIONAL PENOOKUMENT ASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

--



Dasar Hukum : K~iPe~:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Peraturan Gubemur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Publik Pemerintah Aceh

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pengarsipan, IT dan/ atau memahami pelayanan informasi dan
5. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dokumentasi publik
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Aceh ,
,8. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Aceh

Keterkaitan : Peralatcm/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 1. ATK
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi; 2. APK
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. Website
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Peringatan : Penc:atatan dan Pendataan :
SOP inibertujuan untuk mendapatkan gambaran dan basil evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan keterbukaan 1 Jumlah permohonan
informasi. Selain itu, pelaporan menjadi bagian dari kewajiban badan publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.Tidak 2. Inventarisasi sarana dan prasarana
berjaIannya SOP iniakan mengurangi input terhadap pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik dan berpotensi terjadi peIanggaran terhadap
kewajiban pelaporan serta publikasi Iaporan tahunan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi.

Nama SOP

epala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ac:eh ____

31Januari 2020

Ir.FAIR!,MT
PEMBINAUfAMA MUDA / 19640 1992031005

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

01 / Pro / I / 2CYlO

H. STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN DAN EVALUASI

--



PELAPORAN DAN EVALUASI

PPID TIM PERTIMBANGAN
KOMISI INFORMASI DAN 

LEMBAGA LAINNYA
KELENGKAPAN  OUTPUT

1. PPID mengkompilasi laporan semester 
dari PPID Pembantu untuk menjadi 
bahan:
1) Penyusunan Laporan Tahunan 
Pelayanan Informasi Publik; dan
2) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan 
Pelayanan Informasi Publik.
untuk kemudian disampaikan kepada Tim 
Pertimbangan.

Laporan dari PPID, PPID 
pembantu dan 
Kabupaten/ Kota

Hasil Evaluasi

2. Tim Pertimbangan menggelar rapat 
koordinasi dan evaluasi tahunan tentang 
pelaksanaan pelayanan informasi publik 
untuk kemudian hasilnya disampaikan 
kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah sebagai laporan, Komisi Informasi 
Aceh dan Lembaga terkait lainnya.

Draf Laporan
Buku Laporan

Buku Laporan

3. PPID mempublikasikan Laporan Tahunan 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 
Publik melalui website 

Buku Laporan 1 hari kerja setelah 
menerima 
perintah dari 
Gubernur Buku 
Laporan

Paling lama 20 hari 
kerja

Paling lama 3 bulan 
Tahun Anggaran 
berjalan

1 hari kerja setelah 
menerima perintah 
dari Gubernur 

KETNO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

WAKTU



1. Bila prosedur iniada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik;
2. Bilaprosedur initidak berjalan maka peIayanan prima tidak akan tercapaf
3.BUaprosedur initidak berjalan maka image positif Pemerintah Aceh terhadap masyarakat menjadi negatif.

Pencatatan dan Pendataan :Perlngatan :

1. ATK
2. APK
3. Jaringan Internet
4. Website

1. SOP Pengelolaan Permohonan Wormasi;
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
3. SOP Pendokumentasian lnformasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIDP;
5. SOP Pengelolaan Keberatan alas Informasi;
6. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
8. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan :Keterkaitan :

I. Memaham.iPeraturan Gubemur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penge10laanPelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

2. Memahami dan memiIikikemampuan pendokumentasian atau pengarsipan, IT dan/ atau
memahami pelayanan informasi dan dokumentasi publik

Kualifikasi Pelaksana :

4. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
S. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu
6. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

J<omunikasi,Informatika dan Persandian Aceh
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 1Tahun 2023tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada

Pemerintah Aceh

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan 1nformasiPublik
3. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021tentang Sundar Layanan Informasi Publik

Dlsahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

30 Jull 2021. '- 6Tanggal Pengesahan

31 [anuari2023Tanggal Pembuatan
10 / Prog / 1/ 2023No. SOP

!
Tanggal Revisl

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

I -

~

STANDAR OPl!I(ASIONAL PROSEOUR I'liJABAT PBNGBLOLA INflORMASr DAN DOKUMENTASI

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLJK

https://v3.camscanner.com/user/download


an:

31 anuari zoza
C1J I Pro II/zoza

1. Bilaprosedur iNada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baile
2. B~ prosedur iN tidak be~alan maka ~layanan. ~rima tid~ akan tercapai;

Pencatatan dan Pendatam :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
2. SOP Penanganan Sengketa Informast
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran mop;
s. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
6. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
8. SOP Standar Pengwnuman Informasi Publik

Keterkaitln :

4. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 ten.tangPembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi AcehTerpadu
6. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 119 ten.tangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata KerjaDinas
7. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan DokumentasiPada

Pemerintah. Aceh

2. Memahami dan memillkikemampuan pendokumentasianatau pengarsipan.IT danl atau
memahami pelayanan informasi dan dokumentasipublik

1. MemahamiPeraturan Gubemur Nomor 1 Tahun 2023 tentang PedomanPengelolaan
Pelayanan Informasidan Dokumentasi di LingkunganPemerintah Aceh

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.
3. Website

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Dasar Hukum :

PEMERINTAH ACEH

OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUBBAG PROGRAM.INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

STANDAR OPERA~tONAl PROSBDUR I'EJADAT PBNGELOlA INFORMASI DAN OOKUMENTASI

STANDAR Ol'liRASIONAL PROSHOUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBUK

https://v3.camscanner.com/user/download


PELAKSANA MUTUBAKU

NO URAlAN PROSEDUR
KETPPID TIM PERTIMBANGAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1. Menyusun maklumat pelayanan yang Standar Pelayanan Tentatif Konsep Wajib menggunakan bahasa Indonesia
merupakan pemyataan kesanggupan l .1 l Informasi Publik Maklumat yang baik dan benar, mudah dipahami danJ "[
penyelenggara dalam Pelayanan mempertimbangkan penggunaan bahasa
melaksanakanpelayanan sesuai dengan IInformasi Publik yang digunakan penduduk setempat
ketentuan standar pelayanan yang baik

2. Menetapkan Maklumat Pe1ayanan Konsep Maklumat Tentatif Maklumat
Informasi Publik Pelayanan Informasi Pelayanan

Publik Infrormasi Publik

3. Mengumumkan dan Maklumat Pelayanan Tentatif Pengumuman Penyebarluasan melalui: papan
MenyebarluaskanMaklumat Pelayanan [ 1 I InfrormasiPublik Maklumat pengumuman. laman resmi (website)
Informasi Publik J 1 Pelayanan Badan Publik, media sosial Badan Publik,

Infrormasi Publik dan/ atau Aplikasi berbasis teknologi
informasi.

, Penyebarluasan wajib memperhatikan
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,
paling sedikit dilengkapi dengan audio,
visual, dan/ atau braille.

https://v3.camscanner.com/user/download


t'
;'

PELAKSANA MlITUBAKU

NO URAIANPROSEDUR
PPID

PETUGAS
WAKTU

KET

LAYANAN
KELENGKAPAN OUTPUT

l. Mengumumkan Informasi Publik yang Dokumen Informasi Tentatif Publikasi Wajibmenggunakan bahasa Indonesia
ada di bawah wewenang PPID [ I J I Publik sesuai Informasi yang baik dan benar, mudahJ "I
Pelaksana/Pembantu penetapan atau SK Publik dipahami dan mempertimbangkan

Daftar Informasi Publik pen~b~yangdigunakan
yang telah disahkan penduduk setempat

3. Menyebarluaskan Informasi Publik Konsep konten Tentatif Konten Penyebarluasan melalui: papan

I I Informasi Publik Infrormasi pengumuman. taman resmi (website)
Publik Badan Publik, media sosial Badan

, Publik, dan/ atau Aplikasi berbasis
I teknologi infonnasi.
I

,
Penyebarluasan wajI"bmemperhatikan

I aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas, paling sedikit dilengkapi
dengan audio, visual, dan/ atau
braille.

https://v3.camscanner.com/user/download


PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TENAGA PEMBANTU 
ADMINISTRASI/ 
FUNGSIONAL 

PPID TIM PERTIMBANGAN KELENGKAPAN  OUTPUT

1. Daftar informasi dan dokumentasi publik yang 
sudah ditetapkan sebagai informasi yang 
dikecualikan berikut lembar berita acara 
pertimbangan uji konsekuensi.

• Nota dinas
• Daftar informasi yang 
dikecualikan
• Lembar pertimbangan 
uji konsekuensi

• Nota dinas
• Daftar 
informasi yang 
dikecualikan

2. Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan 
berdasarkan jangka waktu pengecualian 
informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan 
jangka waktu penyimpanan

Daftar Informasi yang 
dikecualikan

Daftar Informasi 
publik yang 
dikecualikan 

3. Memferivikasi dan revisi informasi yang 
dikecualikan yang telah habis jangka waktu 
pengecualiannya menjadi informasi publik 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
sebelum berakhirnya jangka waktu dengan 
persetujuan pimpinan badan publik 
pengecualian

Isian format identifikasi 
informasi yang 
dikecualikan yang baru

Isian format 
identifikasi 
informasi yang 
dikecualikan

4. Mengelola dan menyimpan dokumen 
informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft 
copy, dan hard copy di tempat penyimpanan 
dokumen dengan tata cara seperti mengarsip 
dokumen

Isian format identifikasi 
informasi yang 
dikecualikan

Dokumen 
informasi yang 
dikecualikan

5. Memastikan  penyimpanan Daftar  Informasi  
yang dirahasiakan aman  dan mengunggah 
Daftar Informasi yang dikecualikan ke website 
resmi Pemerintah Aceh maupun melalui 
sarana informasi lainnya

Dokumen informasi yang 
dikecualikan

Dokumen 
informasi yang 
dikecualikan 
terunggah di 
website

1 hari kerja dan 
dilakukan minimal 
1 tahun sekali

1 hari kerja setelah 
diterimanya 
dokumen dari 
PPID 

10 hari kerja 
setelah 
diterimanya 
perintah

5 hari kerja setelah 
diterimanya 
Daftar informasi 
yang dikecualikan

1 hari kerja

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET
WAKTU
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Lampiran III 

Daftar Informasi Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUNJUKAN/PENETAPANDAFTAR INFORMASIPUBLIK PADA
DINAS PEKERJAANUMUMDAN PENATAAN RUANGACEH

KEPALA DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAANRUANGACEH,

: a. bahwa berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan
memutakhirkaninformasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Daftar InformasiPublik Dinas PekerjaanUmumdan Penataan RuangAceh.

1. Undang-undangNomor 24 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi
Atjeh dan PerubahanPeraturanPembentukanPropinsiSumatera Utara;

2. Undang-undangNomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

5. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik;

6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-UndangNomor43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 14Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik;

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan InformasiPublik;

11. Qanun Aceh Nomor8 Tahun 2008 tentang PelayananPublik;

12. Qanun Aceh Nomor7 Tahun2019 tentang Pengelolaan KeterbukaanInformasiPublik;

13. Qanun Aceh Nomor7 Tahun 2020 tentang Sistem InformasiAceh Terpadu (SlAT);

14. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasidan DokumentasiPada PemerintahAceh;

15. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor:
23/KPTS/PUPRl2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh Tahun Anggaran2025.

TENTANG

KEPUTUSANKEPALADINAS PEKERJAANUMUMDAN PENATAANRUANGACEH
NOMOR 34/KPTS/PUPRl2025

Jalan Jenderal Sudirman Nemer 1 Banda Aceh Kede Pes 23239

Laman: https://pupr.acehprov.ge.id Pos-el : pupr@acehprov.ge.id

PEMERINTAH ACEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Mengingat

Menimbang



SALINAN- dari keputusan ini disampaikan kepada :
1. GubernurAceh;
2. InspekturAceh;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasidan PersandianAceh;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Mar e t 2025

3 Ramadhan 1446

AS PEKERJAAN UMUM I
NATAANRU NO _,

-s.

KELIMA

KEEMPAT

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan
bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

: Daftar Informasi Publik ini dapat diperbarui paling lama setahun sekali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

KETIGA

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan
bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

KEDUA

Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN



PejabatlUnitlSatker yang
Penanggungjawab

Waktu dan tempat Bentuk informasi
Jangka waktu

No. Ringkasan isi informasi pembuatan penyimpanan atau
menguasai informasi

atau penerbitan informasi
pembuatan informasi yang tersedia

retensi arsip

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1 Profil Dinas
Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun

Umum

2 Alamat Dinas
Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunUmum

3 Visi dan Misi Dinas
Subbag Program Informasi dan

Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunHumas

4 Fungsi dan Tugas Dinas
Subbag Program Informasi dan

Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunHumas

5 Struktur Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun
Organisasi Dinas Umum

6 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunUmum

7
Rekap Kepangkatan (DUK) Pegawai Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunDinas Umum

8
Rencana Strategis (Renstra) 2023- Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2022-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun

2026 Humas

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN 2025

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh
Nomor : 34/KPTS/PUPR/2025
Tanggal: 3 Mar e t 2025

3 Ramadhan 1446

Lampiran



9 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 TahunHumas

10
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 Tahun(DPA) Tahun 2025 Humas

11
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 TahunTahun 2025 Humas

12 Rencana Aksi Tahun 2025
Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunHumas

13 Rencana Kinerja Tahunan 2025
Subbag Program Informasi dan

Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunHumas

14 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Subbag Program Informasi dan
Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Softcopy 5 tahunTahun 2025 Humas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun15 ILaporan Kinerja (LKJ) Dinas Tahun Humas
2024

16
Laporan Neraca Keuangan Tahun Subbag Keuangan dan Pengelolaan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun2024 Asset

17
Ringkasan Laporan Keuangan Tahun Subbag Keuangan dan Pengelolaan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun2024 Asset

18 Inventaris dan Asset Tahun 2024 Subbag Keuangan dan Pengelolaan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunAsset
Standar Prosedur Operasional Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun19 memperoleh Humas

informasi

20 Daftar Laporan penyalahgunaan Subbag Hukum Kepegawaian dan
Sekretaris Dinas PUPR 2024-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunwewenang dan pelanggaran Umum

21 Pengumuman Pengadaan Barang dan Subbag Program Informasi dan
Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunJasa Humas



INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SET lAP SAAT

1 Daftar Informasi Publik
Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun

Humas

2 Kebijakan dan peraturan perundangan
Subbag Hukum Kepegawaian dan

Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun
Umum

3 Surat Menyurat
Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun

Umum

4 Informasi yang wajib disediakan dan Subbag Program Informasi dan
Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahun

diumumkan secara berkala Humas

5 Agenda Pimpinan
Subbag Program Informasi dan Sekretaris Dinas PUPR 2025-Banda Aceh Softcopy 5 tahun

Humas
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1 Jalur Evakuasi
Subbag Hukum Kepegawaian dan Sekretaris Dinas PUPR 2023-Banda Aceh Hard dan Softcopy 5 tahunUmum



 
 

15 Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran IV 

Rekapitulasi Permintaan Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemberitahuan 
Tertulis

Pemberian 
Informasi

Ya Tidak Softcopy Hardcopy
Melihat/ 

Mengetahui
Meminta 
Salinan

Biaya Cara

1 013/PPID-
A/PI/III/2025             
18 Maret 2025

Raedi Alwafi 
Isril

2 9 Maret 2025 21 April 2025 1 1 Informasi 
yang diminta 
tidak dikuasai

Data tersebut akan digunakan 
sebagai dasar dalam rencana 
penelitian tesis saya yang berfokus 
pada penerapan big data dalam 
strategi manajemen pengembangan 
jalan. Penelitian ini bertujuan 
untuk: - Menganalisis volume lalu 
lintas dan kondisi kemantapan jalan 
guna menentukan prioritas 
penanganan dan pemeliharaan jalan 
provinsi secara lebih akurat. - 
Mengembangkan model 
manajemen pemeliharaan jalan 
berbasis data yang efektif dan 
efisien, dengan mengintegrasikan 
analisis lalu lintas, kondisi 
infrastruktur, serta faktor eksternal 
lainnya guna mendukung 
pengambilan keputusan yang lebih 
strategis.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ diberikan 15 hari 0

2 031/PPID-
A/PI/XI/2025
5 November 
2025

Raedi Alwafi 
Isril

1 5 November 2025 28 November 
2025\

1 - - Keperluan data pendukung tesis 
dengan topik "Analisis Prioritas 
Penanganan Jalan Provinsi Aceh 
Dengan Pendekatan AHP-TOPSIS 
Dalam Penganggaran 
Infrastruktur"

✓ ✓ ✓ diberikan 17 hari 0

KETERANGAN:
Nomor 
Tanggal 
Nama 
Alamat

: diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
: diisi tentang tanggal permohonan diterima.
: diisi tentang nama pemohon.
: diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No.
Tgl/ Nomor 
Permohonan

Jumlah 
Permohonan 

Informasi Publik 
yang Diterima

Waktu Pemenuhan Permohonan 
Informasi Publik

Jumlah 
Permohonan 

Informasi 
Publik yang 
Dikabulkan 
Sebagian/   

Seluruhnya

Jumlah 
Permohonan 

Informasi yang 
Ditolak

Alasan 
Penolakan

Keterangan Informasi yang 
Diminta

Tujuan Penggunaan Informasi

Status Informasi

Di bawah 
Penguasaan

Keputusan
Waktu 

Tanggapan

Biaya & 
Cara 

Pembayaran
Nama 

Pemohon

Format Informasi 
yang Dikuasai

Data terkait 84 Ruas Jalan Kewenangan 
Provinsi Aceh, Terdiri: A. Informasi Dasar 
Ruas Jalan - Nama ruas jalan - Nomor ruas -
Panjang (km) - Kondisi jalan (Baik / Sedang 
/ Rusak Ringan / Rusak Berat) - Status 
tembus (Tembus / Tidak tembus) B. Data 
Volume Lalu Lintas 6. LHR terbaru (angka 
kendaraan/hari) 7. Tahun survei LHR C. 
Aspek Ekonomi (Konektivitas Ruas) 8. 
Terhubung ke pelabuhan (1/0) 9. 
Terhubung ke bandara (1/0) 10. Terhubung 
ke kawasan industri/logistik (1/0) 11. 
Terhubung ke destinasi wisata utama (1/0) 
12. Terhubung ke terminal AKAP/AKDP 
(1/0) D. Tata Guna Lahan 13. Melayani 
kawasan permukiman (jumlah 
desa/kecamatan yang dilayani) 14. Melayani 
kawasan strategis dalam RTRW (1/0) 15. 
Melalui/berdekatan dengan kawasan 
pertanian/perkebunan (1/0) E. Akses 
Pelayanan Sosial 16. Terhubung dengan 
rumah sakit (1/0) 17. Terhubung dengan 
sekolah menengah/SMK (1/0) 18. 
Membuka keterisolasian desa (1/0) 19. 
Menghubungkan antar wilayah (1/0) F. 
Kebijakan & Perencanaan 20. Masuk 
usulan Musrenbang (1/0) 21. Termasuk 
Program Prioritas Gubernur Aceh (1/0) 22. 
Sesuai RTRW Aceh (1/0) 23. Mendukung 
arahan strategis nasional (1/0) Template 
Header Excel/PDF yang dibutuhkan 
berdasarkan data di atas: | No | Nama Ruas 
Jalan | Nomor Ruas | Panjang Total (km) | 

1. Data Lalu Lintas Harian Rata-
Rata (LHR) per jenis kendaraan dan 
per ruas jalan kewenangan Provinsi 
Aceh. 2. Data Kondisi Kemantapan 
per Ruas Jalan Kewenangan 
Provinsi Aceh diutamakan per 100 
M atau per 1 KM. - Data yang 
diperlukan untuk periode 2021-2024.

Belum 
Didokumen-

tasikan

Jenis Permohonan



Nomor Kontak

Pekerjaan 
Informasi 
Yang Diminta 

Tujuan 
Penggunaan 
Informasi 
Status 
Informasi 

Bentuk 
Informasi 
Yang Dikuasai 

Jenis 
Permohonan 
Keputusan 
Alasan 
Penolakan 
Hari dan 
Tanggal 

Biaya & Cara 
Pembayaran 

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima sebanyak 2 Permohonan
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian/Seluruhnya sebanyak 1 Permohonan
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak sebanyak 1 Permohonan
Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik rata-rata 16 Hari Kerja

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

: diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

: Diisi tentang:

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan 
informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

: diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.

: diisi dengan memberikan tanda (√).

: diisi dengan memberikan tanda (√).

: diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.

: diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.

: diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.

: diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

: diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

: diisi tentang detail informasi yang diminta.



Status Informall
Waktu Pemenuhan Pennohonan Jumlah

01 beweh
Format Informasi

JeRis Permobonan
Blaye & Cara

J.mlah lofonns.1 Pub6k PermohoDsD yangDikulai Pe.mbayaraD
Permuhonan Informasi

Jumlah Ketenngan Tujuan Pengoasaan
Tgil Nomor Nama Permohonan AlasRa Btlum Waktu

No.
Permobonan Pemohon

lnfonnasi Publikyaug Informali yang Pnolaun
lnfomuni yang Peoggunaan

Dldokumen-
Keputusan

TaaggapaD
Pubtikyang Pemberitabuan Pemberian Dlkabulkan

Dltolek
Dlmlnta lDformasl Melib.tI Meminta

Diterima Sebagl.nI Va Tldak taslkan Softeopy Hardcopy Blaya Can
Tertutio Informa51 Meugd.bul Sannan

Selurubnya

NIHIL

Bulan Januari 2025

LAPORAN BULANAN PERMINT AAN INFORMASI PUBLIK



Status Informa5i
Waktu Pemenuban Pennohonan Jamloh

01bawab
Format Informa.1 Jelli, Permohoun

Bloya& Cant
Jaml.h Informa" Pabtik Permohonan

Jumlab Pengu.saan
yang Dikua,ai Pembayaran

Permohonan rnform.!i Keterangan Tajus.
TgU NOlDor Nama Permohona8 Alasan Belum Waktu

No.
Permobonan Pemohon

Informali Publlkyang Informas! yang Penelakan
Inform.li yang Penegun.an

Didokume ....
Keputulan TanggapaD

PubUkyang
Pemberitahuan Pcmberiao Olkabulkan

D1tolak
Olmlnta Informas1

taslkan MeDball Meminta
Dltertm8 Seb_gian! Va Tldak Softcopy Hardcopy

Mengetllbul Sallruln
Blay_ Call

Tertulo Informasl
SeluruhDya

NIHIL

Bulan Februari 2025

LAPORAN BULANAN PERMJNTAAN lNFORMASI PUBLIK



Status Informasi
Waktu Pernehuhan Pennobonan Jumlab Format Inrormasl Biaya & Cars

Jumlab Informa.i PubHk PennOholJaD DI ba",ah
yang Dikuasai

Jeni!! Permobonan
Prmbayaran

Pennobonan 'nforma.i
Jumlab

Keterang•• TUJuan
Penguisaan

No.
TgVNomor Nama Inform_,i Publiky •• g

Pennohonan AlBaaB
Inform.li yang Peoggunaan

Belum
Kcputusan

Wak'"
Permobonan Pemohon

PubUk ya", Dlkabulkan
Informasi yaqg Penolakan

Dlminlll Informast Didokume n- Taoggapao
Pemberitahuan Pemberian Dltolak tsslkan Melib.tI MemiotaDileMma Seb_Klan! Ya Tidak SoUcopy Hardcopy Biay. CaraT,rtul. Infonnssi Mengelllhai SaHDan

Seluruboy.

I 0131PPID· Raedi 2 9 Maret 2025 21 April 2025 I I Infcrmasi I. Data LaJu Data tersebut ,f ,f .r ,f ,f diberikan IS hari 0
AlPIIlli/2025 A1wafi Isril yang diminta Lintas Harlan akan digunakan
18 Maret 2025 tidal; dilruasai Rata-Rata scbagaiwar

(LHR) pcr jenis daJam rcucana
kendaraan dan penelitian tesis
per ruas jalan saya yang
kewenangan berfokus pada
Provinsi Aceh. pcnerapan big
2. Data Kondisi data dalarn
Kemantapan per strategi
Ruas Jalan manajcmen
Kewenangan pengembangan
Provinsi Aceh ialan.
dmtamakaa per Pcnclitian ini
100 M atau per bertujuan
I KM .• Data untuk: -
yang dipcrlukan MenganaUsis
untuk periode volume lalu
2021·2024. times dan

kondisi

kemantapen
jalan guna

menentukan
prioritas

penanganan
dan
pemeliharaan

Bulan Maret 2025

LAPORAN BULANAN PERMINT AAN INFORMASI PUBLIK



Stalus Inform•• 1
Waktu Pemcnuhln Pennohonan Jumlah Format Infurmasl

.Ienis Permohonan Blaya & Cara
Juml.h Inform•• ; Pubfik PermoholUlD 01 bawah

yang Dikua!lai Pembayarae
PermuhoDan Inform.!1

Jumlah KetenngaD TuJu.n Penguasaan
Tgl/Nomor Nama PermobonaD AlBsan Belum Wakro

No.
Permobonan PemohoD

Iafermasl Publlkyang
Informasl yang Penolaun

IDformad yang Penggunaan
Didokumen-

Keputulan
Tanggapan

PubHky.og
Pemberitahuan Pemberian D1kabulkan Ollol.k

Olmln!a informasl
tallkaD Metih.tI Meminta

Dlterima Seb.glanl v. Tldak Softcopy Hardcopy Blay. Cara
TerroH. Infonna,i Mengelabul SaUDan

Seluruboy.

NIHIL

Bulan April 2025

LAPORAN BULANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Status Informali
Waktu Pemenuhan PermohonaR Jumlah

DI b.W8h
Format Informasl

Jenis PennohoDan Blaya& eara
Jumlab Informasi PubHk Permobonan

Jumlab Pengoasaan
yangDikulai Pembayaran

TgUNomor Nama
Permohonan Informad

Permoooaaa AlasaD
Ketenngan ToJuan

Belum WaktuNo.
Pennohoo8n Pemobon

Informali Publik yang
I.nJormali yang Peoolaluau

Informali yang Penggunaan
Didokumeo-

Keputulan TanggapanPobHkyang
Pemberit.bu8D Pemberian Dlkabulkon

DlltJlak
Dlmlnta Informast

taslkon Melibatl Meminta
Dlterlma Infonn.si Sebaglanl V. Tldak Softcopy Hardcopy

Mengetahul S.UaaD
Blay. earaTertull.

Seluruboya

NIHIL

Bulan Mei 2025

LAPORAN BULANAN PERMlNTAAN INFORMASI PUBLIK



Status lnformasi
Waktu Pemcnuhan Pennohonan Jumlah

DI bawllb
Format Informasi

Jenis Permohonan
Btay. & Cars

Jumlah Inform.. iPubtik Permohonan yang Dikualai Pembayaran
PeTmohonan Informa:d

Jumlab
Keteranga. Tpjuan

Penguasaan

No.
TglI Nomor Nama

Informasl Publik yaog
PermohouD Alasan

Infonnasi yang Penggunaan
Belum

Keputunn
Waktu

PermohoDan Pemohon PuhUkyaog Dlkabulkan
Informa.1 yaog Penolakan

Diminta Infonnatl
Dld.kume ... Taoggapan

Pemberitabuan Pembertae Dllohik tBllkaa MeUblti Meminta
DlteMma TerlUU, Informas. Sebaglan! Ya Tldak S.rtcopy Hardcopy

Meogetlhul SaRMa
Blay. Cara

SeIuruhny.

NIHIL

Bulan Juni 2025

LAPORAN BULANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Status Informa5i
Waktu Pementthan Permohonan Juml.h Format Informa!i

Jenis Permohonan
Rlayo& Co...

Jumlah Inform•• ; PubHk Pennohonall
DIbowah yang Dikua!lai Pembayaraa

Permohonan Informasi
Jumlab

Keterangan TUJuan Penguasaan
Tgl/Nom.r Nama Pennobonan AIBsan Relurn W.ktu

No. Permobonan PemoboD
lofonnui Publikyang Informali yalll Penolabn

Infonnasi yang Pcoggunaan
Didokumeo-

KepuluI8n
Tallggapao

PubHkyang Pemberitahuan Pembcriao Dlkabulkan Ditolak
Dlmlnla Informa!I

taslkan MeUhoti Meminta
Dlterima TortuN. Informali Soboglant Va Tfdak Soncopy Hardcopy

Mengolahul SaHnan
Blay. Cara

Seluruhny.

NIHIL

Bulan Juli 2025

LAPORAN BULANAN PERMINT AAN INFORMASI PUBLIK



Status Informa51
Watt» Pemenuban Permohonan Jumlah

OJ baw ••
Format Inj·orma!li

Jeni~Pennohonao
Rloyo& C....

Juml.h Informali Publik Permohonan yang Dikualai PcmbayaraR
Pennohoaan Inform.,i

Jumfah
Ketenmgan TuJuan Penguasaan

No.
TglINomor Nama

lnformali Publik yang
Permohonan Alasan

Informali yang Peoggunaan
Belum

Keputu!lan
Woktu

Permoboaan Pemehen Publlk yang Dlkabulkan
Informasi yang PeDOlaun

Dimint. ID(ormasi DidokumcD- Tanggapan
Pemberitabuan Pemberian OIlofak tadkan Melih.tI Meminta

DUertn!. Seb.glan! Va Tldak Sohcopy Hardcopy Rlaya Cara
Ttrtulls Informall Mengel.hut Salinan

Stluruhoy.

NIHIL

Bulan Agustus 2025

LAPORAN BULANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Stah.15 Informasl
Waktu PemeRaban Pennohonan Jumlab Format Informasl Blayo& Ca..

Jumlah Infonn .. iPubUk Pennohonaa
Di bawah

yang Dikuasai Jeoi!l Pennobonan
Pembayaran

Permohonan Informa,i
JumIab

Keterangan Tujua. Penguasaan
TgVNom.r Nama Permoboaan Alasaa Relum Waktu

No.
Permohonaa PemohoD

lurormali PubUkyaag
Informa!} yang Peaolaka.

Infonnasi yang Pengcunau Dldokumen--
Keputusen

TanacapaaPubHkyang
PemberitAhuan Pembert.D Olkabulk••

011018"
Olmlol. LDforrnasl MeUhati Meminta

DUcrima Seb.gtan! v. Tldak taslkan Soflcopy Hardcopy Blay. CanTert.U, Infonn.,' Meogell1hul Sali1l8D
Selorobaya

NIHIL

Bulan September 2025

LAPORAN BULANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Statas Inform.li
Waktu PemenuhaD Permohonan Jumlah

01 bawah
Format Informasi

Jenis Permohonan
Blaya & Cara

Jumlah Inform .. i Publlk PermobonaD
Jumlab Penguasaan

yang Olkua •• i Pc:mbayaran
Permohonan Inform.sl Keterangan Tujuan

TglINomor Nama PermohoDan Alasan Belum Waktu
No. Permohonan Pemooon

Infonrulll PubUk yang Informa!d yang Peaolakan
Inform.siyang Penggunaan

Oidokumen-
Keputusan Taollapan

PubHk yaag Pemberitabuan PemberiaD Dlkabulkan
Dltolak

Olminta IBfonnatl MeHh.tI Meminta
Dlterima Sebaglanl Ya Tldak tallbn Softcopy Hardcopy Blaya Cara

TertuUs lufonna5i Meagetahui SaHoaD
Seluruhoya

NIHIL

Bulan Olctober 2025

LAPORAN BULANAN PERMINT AAN INFORMASI PUBLIK



Statusldorm.51
Waktu Pemenuhln Permohonan Jumlah Format Informalt 8lay. &Cara

Jumlah lofonnasi PubUk Permohonan Di baw."
yaDg Dikuasai

Jenil Permohooao
Pembayaran

PermohonaD Informatl
Jumlah

Keterangan TuJuan
Pengua!!iaan

Tell Nomor Nama PermobouD Alasa. 8elum W.ktuNo.
Permobonan Pemohon

Inform.si PubUkY·De Informasl yang Penolakan
pfonn.li yang Peoggunaan

Didokume ....
Kepuhuan

TaDggapanPubHk y...
PembertlabWUI PemberiaD Dlkabulkan

Dllolak
DlmlDIa Informasi

Mellbatl Meminta
Dlterima Sebagla.' v. Tldak taslun Softcopy Hardcopy 818Y· CanTertulls Informasl Me ... uhul SaHnan

Selaruhay.

1 0311PPID- Raedi I 5 November 2025 28 November 1 Data terk.Bit 84 Rues Kcperluan data .,f .,f .,f diberikan 17 hari 0
A/P1IX1I2025 Alwafi Isril 20251 JJlun K.e\\'enangaD pendukung
5 November Provinsi Aceh,

tesis denganTeztiiri:A.
2025 Jl'lfurmn~j Dasar topik t'Analisis

Ruas Jalan • Nama Priorttas
roas jelan - Nomor Pcnanganan
ruas -Panjang (km) - Jalan Provinsi
Kondisijalan (Baik I

Aceh DenganSedans: I R usak
Ringan/ RusaJc Pendekatan

Betal) - Statu; AHP-TOPSlS
tc-mbus(Tembus / Dalam
Tidok tembus) B. Penganggaran
ThWlVolume Lalu lnftastruktur"
Unlai6.LHR
tabaru (llDgka

kendarllan1brui) 7
Tahun survei LHR

C. Aspek Ekonomi
(lCoru:kli\'itasRuas)
8. Terhebung Ice
pel.buhan(I/O)9.
Terhubung ke
b"'-(1/O)IU.
Terbubung Ice
.. wasan
industrilkJgi~tik
(1/0) II. Terhubung

kedelitinasiwisata

utama(llO) 12.

Bulan November 2025

LAPORAN BULANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Status Informaat
Wsktu Pemenuhan Pennohonan Jumlab Format Informasf Blaya & Can

Jumlab Informa.i Pubftk PumohooaD
01 bawah

yang Dikuasai
Jenis Permobooan

PembayaraD
Permohunan In(ormssi

Jumlab Keterangan TulDan Penguasaau

No.
TgliNomor Nama

[uronnali Publikyaog
PermooonaD Alasan

lnformasi yang Peoggunaan
Belum

Keputusln
Waktu

Permooonan Pemobon PubUkya.g Dikobulkan
Informasl yang Penolakan Diminta lAformasl Didokumen- Taogl_pan

Pemberitabuan Pemberian DiI.lak 'a.lkon Melih.tI Memints
Dllerima TertuUs Infonnall Sebaglanl Va Tldak Softcopy Hardcopy

Menger.bal S.Hnan Blay. Car.
SeJurubny.

NIHIL

Bulan Desember 2025

LAPORAN BULANAN PERMlNT AAN INFORMASI PUBLIK
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Lampiran V 

Sarana dan Prasarana 
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Fitur disabilitas di website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh setelah di-klik logo kursi roda di pojok
kanan atas.

--- o·----pupr.lc.hprov.go,id wants to play spHCh

Fitur disabilitas di website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh bisa dilihat dengan adanya logo
kursi rod a di pojok kanan atas dan notifikasi "pupr.acehprov.go.id want to play speech" yang akan mengeluarkan suara.

Silahkan buka website PUPR Aceh dengan link https:/Ipupr.acehprov.go.id/

AKSES DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 



2. Area Parkir untuk disabilitas

Akses untuk disabilitas juga tersedia berupa:

1. Ramp untuk pengguna kursi roda
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Kirim pesanIkuti

Public & Government Service

Jalandan Jembatan ProvinsiAceh
JUendral Sudirman No.1
Kota BandaAceh 23239
Telp.(0651)47009,46767
• :...selengkapnya

<2> www.youtube.com/channeIjUC3LtxmMXw7DaJX69XG9XWCg

1.649 kiriman 8.451 pengikut 134 diikuti

humaspupraceh
Dinas PUPRAceh

Instagram 

Link Instagram: https://www.instagram.com/humaspupraceh/?hl=id 

Akun Instagram: @humaspupraceh 

 

 

https://www.instagram.com/humaspupraceh/?hl=id


!; Filter
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KEGIATAN

(Ii !sQ,!'
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMBERSIHAN

LONGSORAN BADAN JALAN PROVINSI
RUAS JALAN PEUREULAK - LOKOP - BATAS GAYO LUES

+11:.1;;5" :""'fr· '

Pupr Aceh
3 hari . 0

Q. Cari:; Batalkan Permintaan

I'ostmgan

Lihat Semua FotoFoto

KesbangpolAceh
6 ternan berseme

Bappeda Aceh
34 ternan bersema

Fajri Sulaiman
41 ternan berseme

I'LMEItN fAil "C.UI

~

Lihat semua ternanTernan
3 ternan

Pupr Aceh

3 ternan

Pupr Aceh

Facebook 

Link Facebook: https://www.facebook.com/pupr.aceh.9 

Akun Facebook: @pupr.aceh.9 
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~ LikedI:: Videos

15 Following 110 Followers 854 Likes

DinasPUPRAceh
Public & Government Services
Jalan & Jembatan Provinsi Aceh

Message

humas.pupr.aceh HUMAS PUPR ACEHd'TikTok

Q Search

o For You

0 Explore

0 Followingr..

9..2.. Friends

~ LIVE

Yl Messages

S Activity

G Upload

• Profile

More

Tiktok 

Link Tiktok: https://www.tiktok.com/@humas.pupr.aceh 

Akun Tiktok: @humas.pupr.aceh 
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Program dan Kegiatan
Dinas PUPR Aceh

HUMAS PUPRACEH @pupf_acell . Jun 23, 2025-
RepliesPosts

69 Following 1,343Followers

0)} Followedby MediaCenterAceh.Heryatlgayc, and 11others you follow

(j Showtranslation

Dinas PUPRAceh
Jalan dan Jembatan Provlnsl Aceh
JUendral Sudirman No.1
Kota Banda Aceh 23239
Telp. (0651) 47009. 46767
Email: pupr@acehprov.go.id

El Joined March 2020 >

HUMAS PUPR ACEH
@pupr_aceh

680 posts
):j QHUMAS PUPR ACEH

Post

c ~o x.com/pupr_aceh

x
Gi) Home

Q Explore

0 Notifications

El Chat

>3 Grok

n Bookmarks

8 CreatorStudio

X Premium Im!!lI

0 ProfileQ

0 More
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Link X: https://x.com/pupr_aceh 

Akun X: @pupr_aceh 
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AKTIFITAS TIM
RELAWANASN DAN.

Pemeliharaan Jalan
Provinsi di Kota Banda...

125views

Dinas PUPRAceh
Berangkatkan Material. ..

1.3K views877views

, Shorts

1.1Kviews· 1monthago 281views' 1 monthago 287views. 1 monthago420views' 3 days ago 375views' 4 days ago 136views' 4 daysago

KADiSPUPRIKUTIRAKOR HARIKE-2AKSIBERSIH- KADiSPUPRACEHTINJAU
SATGASPERCEPATANR2D... BERSIHPASCABENCANAD... LOKASIPEMBERSIHAN...

AksesDesaKetukahKembali PenangananOampak PembersihanLongsoran
Terbuka,PUPRAceh... Bencanadi JalanBatasAce... BadanJalan Provinsipada...

Videos

136 views '4daysago, .3Kviews' 1 monthago 281views' , monthago2.4Kv[ews·2monthsago

Pembersihan Longsoran Badan J.
ruas Peureulak-Lokop-Batas Ga)

Aksi Bersih-Bersih Tim Relawan Oinas PUPR Aceh di HARt KE-2 AKSI BERSIH-BERSIH PASCA BENCANA
Aceh Tamiang 01SMPN1 KEJURUANMUDAACEHTAMIANG

Dinas PUPR Aceh Percepat Akses Darurat Aceh
Utara- BenerMeriah, Ditargetkan Bisa Dilalui...

For You

Home videos snorts Q

"BekerjaKeras,Bergerakcepat, Bertindak Tepat"

pupr.acehprov.goJdand 3 more links

@t1umaspupraceh3126'169subscribers'64l1ideos

Humas PUPRAceh®

+ Create 0QSearchgVouTube·

 

Youtube 

Link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3LtxmMXw7DaJX69XG9XWCg 

Akun Youtube: @humaspupraceh3126 
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